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ABSTRAK  

 Tidak bisa dipungkiri bahwa negara membutuhkan dinas intelijen yang 
profesional, karena bentuk dan corak ancaman yang muncul semakin canggih. 
Keamanan dan keselamatan negara harus senantiasa berada pada kondisi yang kuat 
dan tangguh. Dalam gelombang kekerasan yang melanda banyak negara pada dekade 
terakhir, kemampuan menyuplai informasi yang akurat dan tepat dalam suatu sistem 
peringatan dini menjadi penting keberadaannya. Beberapa isu seperti Hak Asasi 
Manusia (HAM), demokrasi, dan supremasi sipil tidak lagi tepat untuk dibenturkan 
dengan intelijen. Intelijen yang profesional tidaklah berseberangan dengan isu-isu 
tersebut. Membangun institusi intelijen yang kuat, mandiri, dan profesioanl isu-isu 
tersebut dapat terjaga. Ada satu hal menarik yang layak untuk disimak mengenai 
konteks intelijen Nabi saw. dalam menjalankan dakwahnya, yakni harmonisasi antara 
unsur keamanan, kemanusiaan, dan profesionalisme. Gerakan intelijen yang 
dilaksanakan Nabi saw. dan para sahabat beranjak dari prinsip pembelaan terhadap 
kehormatan, agama, keturunan, harta, dan akal, yang merupakan esensi dari syariat 
Islam yang bernilai universal. Sementara fungsi dan peran intelijen yang ada pada 
masa Rasulullah saw. secara keseluruhan mencakup penyelidikan, pengamanan, dan 
penggalangan. Al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumbernya bersifat terbatas dan 
global, tidak mengatur secara detail dan rinci segala aspek kehidupan manusia yang 
berkaitan dengan hukum. Dengan demikian Islam dapat bersifat fleksibel dan elastis. 
Karena jika tidak, maka hukum Islam akan bersifat statis dan sulit dibumikan. 
Adanya permasalahan intelijen dalam hukum Islam dan hukum positif ini, menarik 
untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk 
mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap 
Intelijen, dan perbandingan antara kedua jenis hukum tersebut. 

 Dikarenakan jenis penelitian ini kepustakaan (library research) guna 
mencari makna dan perbedaan intelijen dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum 
Positif maka pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis 
dan normatif yaitu dengan mendekati masalah intelijen yakni yang berkaitan dengan 
makna dan kegiatan intelijen menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam hal 
ini untuk mengkaji dan menganalisis terhadap makna intelijen menurut Hukum Islam 
dan Hukum Positif dan juga aplikasi kegiatan intelijen dalam Hukum Islam dan 
Hukum Positif. 

 Dengan menganalisa argumen diatas, maka diketahui bahwa dalam hukum 
Positif, institusi intelijen merupakan alat deteksi dini bagi negara. Menjaga 
keamanan bangsa dan negara merupakan tujuan utama yang tidak dapat ditawar-
tawar. Dalam melakukan tugasnya, intelijen dituntut untuk mandiri dan bekerja 
secara profesional. Dengan menjunjung tinggi profesionalitas, intelijen akan berada 
pada garda terdepan dalam menangani setiap hal yang berkenaan dengan ancaman 
yang merongrong kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan dalam hukum Islam, 
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nilai-nilai dasar kegiatan intelijen dalam Islam mengenai intelijen menjadi penting 
untuk dipertimbangkan dalam mengelola institusi intelijen dengan berpatokan pada 
prinsip pembelaan terhadap kehormatan, agama, keturunan, harta, dan akal sebagai 
esensi syariat Islam yang bersifat universal. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Keamanan dan stabilitas negara merupakan dua hal penting bagi setiap negara. 

Hal ini berlaku secara keseluruhan bagi setiap negara di dunia. Berbagai isu, 

seperti isu politik, ekonomi, keamanan, dan tindakan ilegal lintas negara akan 

berpengaruh bukan hanya secara nasional bagi sebuah negara, tapi juga regional 

dan global. Isu-isu tersebut berkaitan erat dan saling mempengaruhi dan menjadi 

perhatian masyarakat internasional karena menyangkut kepentingan nasional 

masing-masing negara. 

 Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat saat ini, semua 

peristiwa tersebut dapat dengan mudahnya menyebar malalui media massa dan 

interaktif, yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan di berbagai 

belahan dunia tanpa dapat dibendung oleh batas suatu negara. 

 Selain itu sejalan dengan perkembangan peradaban manusia ketika 

kebutuhan manusia semakin meningkat mendorong terjadinya persaingan yang 

tinggi baik antar satu manusia dengan manusia yang lain maupun satu kelompok 

manusia dengan kelompok manusia yang lain. Perebutan suatu wilayah yang 

subur dan kaya akan potensi alam seringkali memicu konflik yang berakibat 

munculnya peperangan yang tak dapat dihindari. Terbatasnya luas daratan dan 
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potensi alam yang ada tak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan manusia 

yang semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. 

Di tengah rivalitas seperti inilah muncul sebuah aktivitas atau kegiatan, 

proses, dan instrumen yang didasarkan pada kecerdasan dan ketajaman akal 

untuk mendapatkan, mengolah dan menganalisis berbagai informasi untuk 

dihadirkan sebagai data guna pengambilan keputusan atas berbagai 

permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Inilah 

yang kemudian dikenal sebagai intelijen.1 

Menilik dari segi sejarahnya, intelijen erat hubungannya dengan perang. 

Bahkan intelijen sendiri sebenarnya telah ada sejak manusia mengenal perang itu 

sendiri dalam bentuknya yang masih sangat sederhana seperti pada zaman 

Iskandar Zulkarnaen (331 SM), intelijen telah memegang peranan yang sangat 

penting. 

Perkembangan intelijen sejalan dengan kemajuan zaman. Ini sangat 

dipengaruhi oleh dinamika kehidupan manusia itu sendiri. Perkembangan zaman 

membawa pada perluasan pemanfaatan intelijen. Saat ini, intelijen tidak hanya 

oleh dan untuk kepentingan militer. Dengan memodifikasi sebagian fungsinya, 

kalangan swasta juga menjalankan intelijen. Jadi, intelijen juga bisa 

                                                           
1
 Intelijen Kehendak Tuhan ataukah Hidden Agenda Kegiatan Intelijen Kapitalisme 

Internasional?, http://itempoeti.com/intelijen/, akses 20 Agustus 2011. 
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dilaksanakan oleh pihak swasta, meski negara adalah pihak yang paling awal 

dan mapan dalam menjalankan hal tesebut.2 

Intelijen selain untuk mengetahui sebuah informasi yang tidak diketahui 

sebelumnya, juga dijalankan untuk meminimalisir hambatan sebelum 

dilaksanakan suatu tindakan selanjutnya sehingga risiko daperkecil seminim 

mungkin.  

Intelijen mempunyai peranan khusus dalam setiap negara sejak zaman 

kuno hingga zaman modern, baik dalam situasi perang maupun damai. Setiap 

organisasi intelijen negara (badan intelijen) berfungsi menyediakan informasi 

intelijen yang benar, jujur, tepat, dan cepat (felox et exactus) sehingga pengguna 

(user) mempunyai pengetahuan yang bulat mengenai suatu masalah dan waktu 

yang cukup sebelum memutuskan kebijakan.  

 Sejalan dengan globalisasi, potensi ancaman terhadap kepentingan 

nasional pun semakin besar. Perkembangan tersebut harus dihadapi dengan 

suatu konsepsi intelijen yang didasarkan pada pengalaman yang diperoleh 

komunitas intelijen, kebenaran universal, dan ide-ide inovatif intelijen yang 

disesuaikan dengan perkembangan zaman.3 

Mungkin kebanyakan orang menyangka keberadaan organisasi intelijen 

beserta segala aktivitasnya semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah 

                                                           

 
2
 Wahyu Saronto, dkk, Intelijen (Jakarta: PT Multindo Mega Pratama, 2008), hlm. 1. 

 
3
 Ibid., hlm. 2. 
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atau elit politik yang berkuasa. Hal ini merupakan kekeliruan persepsi yang 

sangat membahayakan bagi nama baik sebuah organisasi intelijen. Dalam kasus 

kebijakan represif negara juga militer, otoriter, rezim komunis dan revolusi 

sejenisnya, memang terjadi penyimpangan fungsi dan kegiatan intelijen yang 

hakikatnya ditujukan untuk menghadapi ancaman dari luar negara menjadi alat 

represi bagi pemerintah.4 

Tidak ada yang misterius, aneh ataupun luar biasa dalam aktivitas 

organisasi intelijen. Secara historis dan alamiah, segala aspek kegiatan 

organisasi intelijen memiliki ciri tertentu yang telah diketahui masyarakat luas, 

yaitu prinsip kerahasiaan dalam setiap kegiatannya. Ciri utama inilah yang 

kemudian menimbulkan tanda-tanya bagi masyarakat. Selanjutnya timbul pula 

praduga-praduga yang belum tentu benar sehingga mitologi intelijen menjadi 

semakin kabur dalam bayang-bayang cerita atau kisah nyata, cerita fiksi dan 

fakta terjadinya peristiwa yang sulit diungkapkan secara transparan kepada 

khalayak.5 

Di masa lalu, pengetahuan serta kegiatan intelijen memang banyak 

dikembangkan oleh kalangan militer dan hankam. Tokoh yang amat terkenal 

dalam hal ini adalah filosof Von Clausewiz dan Sun Tzu. Namun, sejak Abad 

ke-20, kegiatan intelijen bukanlah barang asing lagi dalam berbagai bidang 

                                                           
4
 http://www.suara-media.com/2011/06/belajar-intelijen-sebagai-ilmu.html, akses tanggal 17 

Desember 2011. 
 
5
 Ibid. 
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kehidupan, khususnya menyangkut bisnis, terlebih sejak semakin menguatnya 

arus globalisasi. 

Sebenarnya sejak Al-Qur’an diturunkan, perintah Allah menyangkut 

bidang intelijen pun banyak tersurat dan tersirat dalam ayat-ayatnya. Salah satu 

contoh ungkapan yang mengandung isyarat bagi umat Muslim untuk senantiasa 

waspada dan menjalankan aktivitas intelijen difirmankan Allah dalam Surat At 

Tariq ayat 15-16 : 

.وا آ�� آ��ا. ا��
 	���ون آ��ا  

   Masih banyak lagi riwayat-riwayat lain dalam Al-Qur’an tentang 

intelijen, atau kontraintelijen, akan tetapi pembahasan yang ada dalam al-Qur’an 

masih secara umum dan absatrak sehingga menimbulkan kesulitan pemahaman 

tentang tindak intelijen dan inilah yang menjadi persoalan sekarang, tindakan 

seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan intelijen dalam pandangan 

hukum Islam. Kemudian, apakah persamaan dan perbedaan makna dan kegiatan 

intelijen dalam Hukum Islam dengan Hukum Positif. 

Oleh karena itu penyusun  ingin menulis skripsi yang berkaitan dengan 

hal tersebut dengan judul: Intelijen dalam Perspekitf Hukum Islam dan Hukum 

Positif. 

 

B. Pokok Masalah 

1. Bagaimanakah konsep hukum Islam tentang Intelijen? 
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2. Apa saja persamaan dan perbedaan mendasar kegiatan intelijen dalam 

perspektif hukum Islam dan hukum positif. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana konsep intelijen ditinjau dari hukum Islam. 

2. Mengkaji tentang persamaan dan perbedaan intelijen dalam perspektif hukum 

islam dan hukum positif. 

 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

persamaan dan perbedaan intelijen dalam perspektif hukum islam dan hukum 

positif serta dapat memperkaya khazanah tentang studi perbandingan terkait 

dengan intelijen. 

2. Secara praksis dapat digunakan untuk mendorong perubahan berbagai pola 

dan bentuk serta penyadaran tentang pentingnya intelijen dalam membangun 

suatu Negara. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian terhadap intelijen sejauh pengetahuan penyusun belum banyak 

yang membahasnya hanya dari kalangan kepolisian atau badan tertentu yang 

mengeluarkan buku tentang intelijen. Seperti buku yang ditulis Y. Wahyu 
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Santoso dkk. Dengan judul Intelijen. Dalam buku ini dijelaskan tentang definisi, 

pengaplikasian, modernisasi, recruitment dan administrasi dalam suatu badan 

organisasi intelijen. Karya beliau sangat mendalam berbicara mengenai intelijen, 

namun pada tahapan tindakan yang dilakukan intelijan tidak begitu dijelaskan. 

Maka dalam skripsi yang saya teliti ini lebih fokus pada hukum yang mengatur 

intelijen. 

Buku karya Conboy yang diterjemahkan oleh Dany Raharto dengan judul 

Intel: Menguak Tabir Intelijen Indonesia. Buku ini mengenalkan tentang badan 

intelijen yang ada di Indonesia, kemudian bukunya G. Ambar Wulan dengan 

judul Polisi dan Politik: Intelijen Kepolisian pada Masa Revolusi tahun 1945-

1949 dalam buku yang kedua ini menjelaskan tentang sejarah intelijen di 

Indonesia, kedua buku di atas memiliki kesamaan yaitu menjelaskan tentang 

badan intelijen yang ada di Indonesia. akan tetapi pembahasan mengenai aturan 

yang diberlakukan terhadap tindak seorang intelijen tidak dipaparkan dengan 

jelas. Sedangkan penelitian skripsi yang saya buat lebih ditujukan pada aturan 

intelijen kemudian dibandingkan dengan aturan yang berlaku dalam hukum 

Islam.  

Dengan demikian, penelitian ini lebih menyempurnakan penelitian-

penelitian yang sebelumnya. 

 

 

 



8 

 

E. Kerangka Teoretik 

Dalam kerangka teoritik ini penyusun mendiskripsikan teori-teori yang 

ada kaitanya dengan objek pembahasan, dalam referensi penulisan hukum 

Indonesia secara konvensional bahwa sesungguhnya untuk menentukan suatu 

perbuatan dapat dikenakan sanksi atau tidak terlepas dari aturan dasar yang 

ditentukan di dalamnya. Dikatakan bahwa dasar yang pokok dalam menentukan 

pada orang yang telah melakukan perbuatan dikenal dengan asas legalitas. 

Kitab Undang-undang Hukum (KUHP) yang merupakan salah satu dasar 

hukum Indonesia yang ada, sampai saat ini masih cukup relevan sebagai salah 

satu dasar hukum di Indonesia. Al-Qur'an dan Al-Hadis di dalamnya memuat 

hukum-hukum  jinayah,  yang memuat beberapa hal mengenai dasar-dasar 

hukum mengenai perbuatan, pertanggungjawaban dan tindak intelijen dalam hal 

ini sebagai pengimbang dasar hukum yang ada. 

Mengenai aktivitas intelijen dan kedudukan istimewanya baik bagi 

organisasi maupun personil intelijen dalam hukum tercantum dalam Kitab 

Undang-undang Hukum (KUHP) dijelaskan dan diurai dalam beberapa pasal, 

yaitu: 

1. Pasal 44 KUHP tentang Pengecualian, Pengurangan dan Penambahan Sifat 

Dapat Dipidana: 

Pasal 44 ayat (1): "Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan 

suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, sebab 
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kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal".6 

2. Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa: 

Pasal 48 : ”Orang, yang melakukan tindak pidana, karena pengaruh 

daya paksa, tidak dapat dipidana”.7 

3. Pasal 49 KUHP tentang Pembelaan : 

Pasal 49 ayat (1): "Orang yang melakukan tindak pidana, yang 

terpaksa dikerjakannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, 

atau mempertahankan peri kesopanan atau harta benda kepunyaannya sendiri 

atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan 

mengancam pada ketika itu juga, maka orang itu tidak dapat dipidana". 8 

Pasal 49 ayat (2): ”Orang,yang melampaui batas pembelaan yang 

perlu jika tindak pidana itu dilakukan karena sangat panas hatinya, 

disebabkan oleh serangan itu, maka orang itu tidak dapat dipidana”.9 

4. Pasal 50 KUHP tentang Undang-undang: 

Pasal 50: ”Orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan 

undang-undang tidak dapat dipidana".10 

5. Pasal 51 KUHP  tentang Orang yang Melakukan Tindak Pidana: 

                                                           
6 R. Sugandhi, S.H., KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm.50. 
 
7 Ibid., hlm. 54. 
 
8 Ibid., hlm. 57. 
 
9 Ibid. 
 
10 Ibid., hlm.59. 
 



10 

 

Pasal 51 Ayat (1):” Orang, yang melakukan tindak pidana untuk 

menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang berhak 

akan itu, tidak dapat dipidana”.11 

 Begitu juga dalam hukum Islam yang diciptakan dan dilaksanakan 

secara menyeluruh adalah tidak lain demi kemaslahatan dan keadilan manusia di 

dunia dan akhirat. Al-Qur'an adalah sumber syari'at Islam. Al-Qur'an pada hakikatnya 

menempati posisi sentral dalam studi-studi keislaman. Disamping berfungsi sebagai 

petunjuk (huda), ia menjadi tolak ukur dan pembeda antara kebenaran dan 

kebathilan, termasuk dalam penerimaan dan penolakan setap berita yang disandarkan 

kepada Nabi Muhammad SAW.12 

Dari penjelasan diatas, kegiatan intelijen didasarkan kepada hadis Nabi 

dan al-Qur’an. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan 

Abu Daud disebutkan: 

�� ا� ���: �� ����� ر�� ا� ��ه� ���� �
 �ل ر! ل ا� �
 �� ')'� �� ا�&#��
 %$#�   : �" و!�ر+* ا�(

 13).ا8- 7" ا�$- �6ي ( 	3$�(2 و �� ا�1.$�� %$� 	.-أو �� ا�/.� %$� 	�.-،

Inti dari hadis di atas adalah: 

Tidak akan diberikan pertanggungjawaban dari tiga hal: 

1. Orang yang tidur sampai dia bangun. 

                                                           
11  Ibid., hlm 61. 
 
12 Abdul Halim B. dkk. Hukum Islam "Menjawab Tantangan Zaman yang Terus 

Berkembang", cet. I. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006), hlm. 255. 
 
13  Tarmidzi, Hadis ke 1343, CD Mausū’ah al-Hadis asy-Syarīf, (t.tp: Global Islamic 

Software Company, 1997). 
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2. Orang yang gila sampai dia sembuh. 

3. Anak kecil sampai dia dewasa. 

 

Kaidah berikut yang menjelaskan tentang keadaan darurat.  

 14.ات ?.�< ا�1=> راتا�:-ور

 

Dalam Sūrat An Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa: 


 �DE �6 � �E -، F:G إ	1&" إ�6B أآ-�6A آ���D+را��-A�� �E ح-I �6 �1 و���	J�E �1K6 ".��6  و�


15.ا� و��
 �� اب �>�  

 Kemudian Sūrat Al Baqarah ayat 173 diberikan keringanan bagi 

seseorang yang dalam keadaan terpaksa:  


�����" إن , و�=
 ا�O&P	-و�6 أهE N"ا��1$� وا�� م  إ��1 %- م �� 
��T-ا� +�1 ا��E-�G-Kغ و��Bد+) إ'


    16 .ا� AG رر%�

 

Ditegaskan lagi dalam Sūrat Al An’am ayat 145 tentang keadaan terpaksa 

dalam menggunakannya atau memanfaatkanya dalam keadaan wajar tanpa 

melebihi batas yang diperlukan : 

 -	O&8 

 	1DK"، إBأن 	�  ن �6$� أودA36 �6  %� أو�=� �U ���B N أ �7 +� �6 أ و%� إ�� �6-=6 �

                                                           
14 A. Djajuli, Kaedah-Kaedah Fikih “Kaedah-Kaedah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah Yang Praktis. (Jakarta: Kencana Pernada Media group, 2010), hlm. 9.  
 
15 An-Nahl (16): 106. 
 
16

 Al Baqarah (2): 173. 
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"�V+ ا� -�T� Nأو +3(� أ ه W7 ر "E ,
     17.+�1 ا��E-�G-Kغ وB ��د+Vن رAG XE ر ر%�

  

Pengambilan keputusan dalam keadaan terpaksa merupakan hal yang tak 

asing lagi dalam segala aspek kegiatan intelijen, bahkan dalam Al-Qur’an dan 

hadits telah disebutkan kaidah dan hukum bagi seseorang yang melakukan suatu 

hal tertentu dalam keadaan terpaksa termasuk intelijen dengan segala 

aktivitasnya. Hal ini dianggap perlu sebagai satu dasar bagi Islam sebagai dasar 

segala kegiatan Intelijen Islam dalam menghadapi serangan dan ancaman dari 

kaum kafir. 

Menurut Abdul Qadir ’Audah syari’ah menetapkan tanggungjawab hanya 

kepada orang hidup yang mempunyai kewajiban. Kematian seseorang 

membatalkan seluruh responsibilitas dan akuntanbilitas.  

Syari’ah juga memaafkan perbuatan melanggar hukum dari anak-anak 

sampai mencapai usia baligh.  

Hal ini didasarkan firman Allah Sūrat An Nur ayat 59 sebagai berikut:  


 آ� �X 	.�� ا � ��
 ء ا����3$� � ا آ�1 ا!$� ن ا��	� �6 �.+ 
�6&�
 ا �= NAU Zا [�E وإذا 
��	$" وا � �


��%.18    

 

Selain anak-anak, dalam ayat lain juga menjelaskan tentang “Hak 

                                                           
17

 Al An’am (6): 145. 
 
18

 An Nur (24): 59. 
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(kewajiban) seseorang untuk mempertahankan (melindungi) dirinya atau diri 

orang lain, atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain, dengan 

memakai kekuatan yang diperlukan, dari setiap serangan nyata yang tidak sah”. 

Pada waktu itu tepatnya bulan Dzulqo'dah Nabi Muhammad SAW 

bersama para sahabatnya hendak melakukan umrah, namun ketika dalam 

perjalanan rombongan Nabi dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy, akhirnya 

Nabi melakukan perundingan dengan orang-orang kafir Quraisy dan 

menghasilkan sebuah keputusan bahwa pasukan Nabi dilarang melanjutkan 

perjalanan dan dipersilahkan melakukan umrah pada tahun depan. Ketika tahun 

yang dimaksud telah tiba dan rombongan Nabi hendak kembali melakukan 

umrah dalam perjalanan dengan sombongnya orang-orang kafir Quraisy kembali 

mencegah rombongan Nabi, dalam kondisi demikian Allah memberikan 

pertolongan dan Nabi dengan para sahabatnya bisa melanjutkan perjalanan 

menuju ka'bah.  

Karena hal demikian maka turunlah ayat 194, Sūrat Al Baqarah yang 

berbunyi: 


 وا?( ا ا��- ا�=���
 +� �$�وا���" N^1E �6ا�$�ى ����-ام ���E-ا�=-ام وا�=-�6 �/� ص +�1 ا�$�ى �

    19.ا�1$(��ا� وا��1 اأن ا� 6* 

 

Kalau umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu 

                                                           
19  Al Baqarah (2): 194. 
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tidak boleh berperang, Maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu 

juga. Intinya dalam  ayat ini adalah Allah memerintahkan kita untuk menjaga dan 

memelihara harta, jiwa dan agama kita. Jadi apabila ada serangan dari luar yang 

mengancam kita, maka kita diperintahkan untuk balik menyerang mereka 

tentunya harus seimbang dengan serangannya terhadap kita dan semunya karena 

Allah semata. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian adalah cara-cara ataupun prosedur ilmiah yang 

digunakan dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta 

menganalisis data guna menemukan ataupun menguji kebenaran suatu 

pengetahuan yang digunakan dengan metode ilmiah. 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research).20 

Dalam penelitian pustaka, pengumpulan data-data diolah melalui penggalian 

dan penelusuran buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, internet dan catatan 

lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah 

serta pencarian kebenaran dalam  penelitan ini. 

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif-analitik yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan sumber-

                                                           
20 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 8. 
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sumber yang diperoleh terlebih dahulu, kemudian baru dianalisis hasilnya 

menurut hukum Islam.21 

2. Pengumpulan data 

Sesuai dengan penelitian ini, maka pengumpulan datanya dilakukan 

dengan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari 

data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, 

Sūrat kabar, majalah atau hal lainnya yang memiliki hubungan dengan 

permasalahan penelitian ini.  

3. Pendekatan masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan 

normatif, yang dimaksud pendekatan normatif adalah suatu pendekatan untuk 

menjelaskan masalah yang dikaji dengan Hukum Islam (Al-Qur'an dan Al-

Hadis), guna meneliti sejauh mana perbandingan tentang tindak intelijen 

antara hukum positif dan hukum Islam. Hal ini penting untuk dilakukan 

karena diskursus Islam dan masalah gugurnya pertanggungjawaban 

merupakan kajian dari hukum Islam, khususnya Fiqh Jinayah. 

4. Analisis data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data-data yang peroleh 

kemudian diklarifikasikan dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan 

referensi yang ada kemudian dianalisa dengan perbandingan hukum positif 

dan hukum Islam. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisa 

                                                           
21 Ibid. 
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melalui metode Deduktif dan Komparatif, yaitu metode yang berangkat dari 

pengetahuan ataupun fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan 

yang bersifat khusus. Metode proses analisa ini diawali dengan 

mendeskripsikan, mempelajari dan menginterpretasi dengan metode-metode 

di atas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai. 

Penyusun juga menggunakan analisa komparatif, yaitu cara pengambilan data 

dengan cara membandingkan antara dua objek atau lebih kemudian dicari 

mana data yang lebih kuat atau untuk kemungkinan dapat mencapai 

pengkomparasinya. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Komposisi atau susunan skripsi ini di sistematis dalam bab-bab yang 

berdiri sendiri, namun antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang 

erat dan merupakan satu kebulatan yang utuh dan terpadu, kemudian dari masing-

masing bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan. Dengan 

cara demikian, maka akan tampak adanya suatu sistematika yang runtut antara yang 

satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika itu adalah sebagai berikut: 

 Bab pertama, yaitu pendahuluan yang bersifat judul, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
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Bab dua, untuk menghantarkan pada pemahaman atas obyek kajian dalam 

penulisan skripsi ini, maka pada bagian ini akan dijelaskan tentang arti penting  

intelijen dalam hukum Islam dan tindakan seperti apa yang dibolehkan dalam 

Islam.. 

Bab tiga, dalam bab ini akan membahas tentang intelijen menurut hukum 

Positif yang meliputi pengertian. Sejarah berdirinya badan intelijen dan 

aplikasinya dalam mengawal system keamanan negara. 

Bab empat, dalam bab ini akan menjelaskan dan mengurai perbandingan 

intelijen dalam perspektif hukum Islam dan hukum psoitif dan menjelaskan pula 

letak persamaan dan perbedaanya. 

Bab lima, bab ini adalah bagian penutup. dalam bab ini akan dijelaskan 

tentang bagaimana kesimpulannya serta saran yang diberikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Dari pemaparan dan analisis penyusun terkait dengan Intelijen dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, maka penyusun dalam 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam konsep Islam. Siapapun bahkan termasuk negara, tidak boleh 

melakukan aktivitas intelijen terhadap setiap warga negaranya. Bila 

aktivitas intelijen tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga 

keamanan dan stabilitas negara maka aktivitas intelijen tidak boleh 

dilakukan dengan perkara yang diharamkan dan harus dilakukan oleh 

pihak yang berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam 

negeri, dan dalam hal ini adalah polisi. Negara wajib memiliki badan 

intelijen, namun pembentukan dan pelaksanaan tugasnya ditujukan untuk 

mengawasi musuh yaitu negara-negara kafir, baik negaranya maupun 

warga negaranya yang sedang berkunjung ke dalam negeri. 

2. Kegiatan intelijen pada masa kini dengan intelijen Islam yang telah 

ada sejak zaman Rasulullah saw. memiliki banyak persamaan. Hal tidak 

lain dikarenakan kegiatan intelijen pada masa kini lebih tepat dikatakan 

sebagai hasil adaptasi dan penyempurnaan kegiatan intelijen pada masa 

Rasulullah saw. dan ditambahkan dengan pernak-pernik teknologi guna 
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mendukung kegiatan intelijen. Selain banyaknya persamaan antara 

Intelijen Islam dan  Intelijen Hukum Positif masa kini tentu juga terdapat 

perbedaan yang cukup terlihat jelas yaitu kaidah-kaidah dan 

kebijaksanaan dalam Islam yang diabaikan hampir dalam segala aspek 

terlebih lagi pada kegiatan intelijen pada zaman sekarang.   

 Selama ini posisi intelijen ditentukan oleh ide tentang otoritas negara, 

ancaman, dan kompetensi antar negara. Keberhasilan negara memperoleh 

pengetahuan, secara mendasar dipandang sebagai kekalahan negara lain 

dalam melindungi pengetahuannya. Namun jaringan kampanye kontra 

terorisme, dan berbagai kejadian sebelumnya menghasilkan suasana untuk 

sebuah ide baru bahwa intelijen harus dilihat sebagai cara kerjasama untuk 

tujuan menghadapi target bersama dan menjadi sebuah aktifitas legal dengan 

standar internasional yang diakui tanpa melupakan dan melanggar batasan 

agama secara jelas dan nyata. Michael MacGwire telah menulis tentang 

kemungkinan  “pergeseran paradigma”  dalam konsep keamanan nasional 

dengan “mencampurkan kepercayaan, teori, prekonsepsi, dan prasangka yang 

membentuk ide mengenai bagaimana sistem internasional bekerja, 

menghasilkan ekspektasi dan menentukan sikap yang tepat” dan mendukung 

keamanan internasional di atas keamanan nasional. Sebuah revisi mengenai 

bingkai intelijen dapat menjadi bagian dari proses tersebut yang lebih besar.  

 Ini dapat tampak sebagai suatu cita-cita yang sulit dicapai, namun 

sejarah menunjukkan bahwa negara dapat merubah asumsi kerjanya secara 
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radikal. Berbagai realita yang terjadi telah mengkonfirmasi bahwa intelijen 

adalah atribut nasional utama, dan merupakan faktor yang terus mengembang 

secara signifikan dalam hubungan internasional di tengah-tengah revolusi 

informasi. Intelijen tidak dapat diatur secara mutlak, namun harus 

menyesuaikan diri dengan etika sistem kerjasama negara yang terus 

meningkat serta kaidah agama yang berlaku dengan berani melakukan 

perubahan pola pikir yang radikal. Intelijen harus dilihat sebagai satu bentuk 

kerjasama yang dapat dilakukan secara bersama-sama oleh negara-negara di 

dunia untuk menghadapi musuh bersama, seperti terorisme. Bagaimanapun 

intelijen bukanlah hal yang buruk karena ia merupakan salah satu perangkat 

pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan 

negara, baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri.     

 

B. Saran – saran 

1. Perlu adanya pengawasan eksternal dari warga negara untuk mengawasi 

kegiatan dan aktifitas intelijen di negaranya. Bila dibiarkan begitu saja 

dikhawatirkan kegiatan dan aktifitas intelijen dapat disalahgunakan 

untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak ada kaitannya dengan 

kepentingan negara. 

2. Perlu adanya peningkatan kemampuan dan kualitas kinerja setiap 

personel intelijen di masing-masing negara mulai dari sistem 

pendidikan dan pelatihan yang merupakan wujud upaya untuk 
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menjadikan seseorang cakap dan matang melalui pembekalan 

kemampuan profesional dan pemberian pengalaman secara sistematik 

sehingga setiap anggota intelijen dapat menyelesaikan tugasnya dengan 

baik demi kepentingan negara. 

3. Perlu adanya koordinasi yang baik dalam setiap badan intelijen antar 

negara agar organinsasi intelijen di tiap-tiap negara secara bersama 

mampu menjalankan fungsi sekuriti nasional diantaranya : 

a. Membina kepastian hukum (legal surety) 

b. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat baik nasional 

maupun internasional (civil order) 

c. Menegakkan hukum secara paksa (law enforcement) 

d. Membangun kemampuan pertahanan masing-masing negara 

(defence capability) 

e. Melindungi masyarakat dari berbagai bencana, baik karena alam, 

kelainan, maupun kesengajaan (public safety from disasters), dan 

yang terakhir,  

f. Memelihara keamanan negara dan internasional (state security) 

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat agar 

tercipta stabilitas keamanan baik dalam lingkup nasional maupun 

dunia internasional beserta segala aspeknya. 

 
 







 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



 I 

LAMPIRAN I 
 

TERJEMAHAN 
 
 
NO HLM F.N TERJEMAHAN 

BAB I 
1 10 13 “Diangkatlah pena dari tiga golongan; Orang yang tidur hingga ia 

bangun, anak kecil hingga ia remaja (baligh), dan orang gila hingga 
ia berakal (sembuh)”. 

2 11 14 “Darurat itu menghilangkan larangan”. 
3 11 15 “Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia 

mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir 
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), 
akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, 
maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang 
besar”. 

4 11 16 “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut 
(nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

5 11 17 “Katakanlah : “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang 
diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang 
hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau 
darah yang mengalir, atau daging babi – karena sesungguhnya 
semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain 
Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka 
sesungguhnya Tuhanmu  Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

6 12 18 “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka 
hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum 
mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-
Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

7 13 19 “Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut 
dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa 
yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan 
serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan 
ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. 

BAB II 

8 19 22 

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari 
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan 
janganlah melakukan aktivitas tajassus (mengamat-amati/mencari-
cari berita kesalahan orang lain) dan janganlah sebagian kamu 
menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara 
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kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah 
kalian merasa jijik. Bertakwalah kalian kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”. 

9 22 23 “Kami tidak meminta bantuan pada api kaum musyrik”. 
10 22 24 “Kami tidak meminta bantuan kepada orang-orang musyrik”. 

11 30 30 

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari 
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan 
janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah 
sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah salah 
seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah 
mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima 
taubat lagi Maha Penyayang”. 
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